PERANAN VISUM ET REPERTUM BEBAGAI ALAT BUKTI
TERHADAF TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI
PENGADILAN NEGERI KLAS IA FPADANG

Skripai

Diafufgn Untuk Memenuki Cersyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukm

Oieh :

MEDIANTO
03140081

Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana

L e - =y ! i L
re gttt , o - it

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG/2007

No. Reg. 2421/PK.V/8/2007



Feranan Visnm Et Repertum Sebagai Alat Bukti Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan di Pengadilan Negeri Klas [A Padang
(Medianto, 03140081, Sisiem Peradilan Pidana,77 hal)

ABSTRAK

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pemeriksaan Ji sidsng pengadilan,
karena hal tersebut berkaitan dengan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan
yang didakwakan. Hukum acara pidana [ndonesia mengenal leon  pembuktian
berdasarkan undang-undang secara negatif atan negatief wettelijk, dimana pemidanann
harus didukung oleh 2 (dua) alat bukti den hakim meyakini kebenarannya. Berdasarkan
vasal 184 ayat (1) huruf ¢ dan pasal 187 hurof ¢ KUHAP, maka visum of reperium masuk
dalam katepori alat bukti surat. Visum et reperfum merupakan keterangan tertulis yang
dibuat oleh ahli kedokteran kehakiman yang berisi kesaksian mengenai apa yang
ihtemukannya pada wakiu pemeriksaan Tindak pidana yang berhubungan erat dengan
visum et reperium yaitu tindak pidana yanpg berkaitan dengan tubuh dan atau jiwa
manusia, salah satunya adalah tindak pidana pengamiayaan. Tindak pidana penganiayaan
dapat menimbulkan bekas-bekas atau tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban yang
dapat dijadikan alat bukti bagi penyidik untuk menentukan apakah telzh terjadi tindak
pidana penganiayaan pada twbuh korban atau tidak. Dalam skrpsi ini penulis
merumuskan permasalahan yaitu bagaimana peranan visum et repertum schagai alat bukti
terhadap tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Neperi Klas 1A Padang, bagaimana
pertimbangan hakim terhadap visum et repertum dalam memutus perkara tindak pidana
penganiayasn di Pengadilan Negeri Klas A Padang dan apakah kendala-kendala yang
ditemoui hakim dalam mempergunakan visum ot repertum dalam membuktikan tindak
pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, Penulisan skripsi ini
bermanfaal uniuk menambah perbendaharaan literater dibidang hukom khususnya yang
berhubungan dengan visum et repertum. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan
yuridis sosiologis yaitu pencliian yang dilakukan terhadap hukum prilaku atan
kenyataannya dilapangan. Adapun hasil penelitian vang didapatkan yaitu visum et
reperium berperan schagai alat bukti dan untuk memberikan keyvakinan bagi hakim dalam
memutus perkara pidana. Selain itu, visum et repertum juga berperan untuk mencntukan
apakah perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakowa terbuldi
atay tidak dan juga untuk menentukan scjauh mana luka yang diderita oleh korban
schingga nantinya dapat meneomkan apakah  unsur-unsur dari  tindak  pidana
penganiayaan dapat terpenuhi bendasarkan luka-luka tersebut. Sebelum memperpunakan
visum et repertum, hakim mempertimbangkan kesesmian antara visum dengan alat bukti
yang lain, juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menentukan hal yang
memberalkan bagi terdakwa Sedanpkan kendala-kendala yang ditermui hakim dalam
mempergunakan visum et repertum yaite terkadang hakim mempunyai perbedaan
pandangan dengan apa yang tercantumn dalam visum et repertum dan mengenai kata-kata
ity istilab-istilah kedokteran yang tidak jelas bunyinya schingga kurang dimengerti oleh
hakim. Penulis mempunyai saran agar hakim dalam acara pembuktian di sidang
pengadilan Jebih mempehatikan peranan dari visum et repertum dan agar visum et
repertum dibiat sejelas mungkin denpan mengpunakan istilab-istilah yang dimengerti
olch hakim, serta visum et repertum dibuat seketika mungkin karena luka pada tubuh
korban dapal mengalami perubahan atan penyembuhan



BARB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana formil atan yang disebut juga dengan hukum acara pidana
berfungsi unluk memberikan ketentuan-ketentuan bagaimana cara nr.gam_L dengan
mcnipgumakan  alat-alamya dapat mewujudkan wewenangnya untuk menjanuhkan
pidana atau membebaskan pidana. Adapun tugas pokok dari hukum acara pidana ita
sendiri adalah untuk mencan kebenaran yang selenpgkap-lengkapnya dar perkara
pidana dengan menerapkan hukum acara pidana tersebut dengan tepat, guna mencari
pelaku tindak pidana agar keadilan dapat terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan.
Untuk itu, diperlukan suatu peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan
sehaik-baiknya. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi suatu peradilan dapat
berjalan dengan baik dan adil adalah adanya alat bulkti.

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pemeriksaan di sidang
pengadilan, karena hal tersebut berkaitan dengan benar atau tidaknyva terdakwa
melakukan perbuatan yang didakwakan,'! Menurut sejarah perkembangan hukum
ascara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teor untuk membuktikan
perbuatan yang didakwakan. Namun, hukum pidana kila mengenal teori pembuktian
berdasarkan undang-undang sccara negalifl atau megatief wettelifk. Hal ini dapat
disimpulkan dari pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (yang selanjutnya discbut KUHAP) yang berbunyi scbagai berikut.

“ Hakim tidak bolch menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila
dengan  sckurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh

Andi Hamzaly, 2000, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Simar Grafika, Hal. 245



keyakinan bahwa suatu findak pidana benar-benar tegjadi dan bahwa
terdakwalah vang bersalab melakukannya,™

Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pembuktian hars didasarkan pada
undang-undang (KUHAP) yaitu alat bukti yang sah tersehut dalam pasal 184 ayat (1)
KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti
tersebut. Dalam sistem atau teori pembuktian megaies” weerelijk ini, pemidanaan
didasarkan kepada minimal dua alat bukti dan hakim meyakini kebenarannya,
schingga dapat menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi
sEseorang,

Sebagaimana yang telzh discbutkan dalam pasal 184 ayat (1) huruf ¢ dan pasal
I87 huruf ¢ KIUJHAP tentang alat bukti surat, maka visum et reperturn dalam bingkai
alat bukti yang ssh menurut undang-undang masuk kedalar kategori alat bukii surat.
Visum et repertum merupakan ketcrangan yang dibuat oleh ahli kedokteran
kehakiman yang berisi kesaksian mengenai apa yang difemukannya pada wakiu
pemeriksaon.® Dalam praktek peradilan Indoncsia, maka alat bukti harus disebutkan
dalam surat dakwaan. Ini berarti, visum et ropertum harus menjadi  bagian
didalamnya.” Adapun tindak pidana yang biasanya bethubungan erat dengan visum et
repertum ini yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan/atau jiwa manusia
seperti, penganiayaan dan pembunuhan serta tindak pidana terhadap kehormatan yaitu
pemerkosaan, Dalam skripsi ini, penulis membatasi pembahasannya pada tindak

pidana penganiayaan.

* Waluyadi, 2000, Hmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan D Aspek Hukim Prajret
Kedpkieran, Jakarta: [jambatan, Hal, 34
[bid, Hal. 45



Tindak pidana penganiayaan dapal menimbulkan bekas-bekas atau tanda-
tanda pada twbuh korban., Dmana bekas-bekas atan tanda-tanda tersebut dapat
dijadikan alat bukti bagi penyidik untuk mengungksp apakah telah terjadi
penganiayaan pada tubuh korban atau tidak. Disinilah peran ahli kedokteran
kehakiman untuk menentukan ada tidaknya tanda-tanda kekerazan pada tubuh korban,
Hasil dari pemerksaan tersebut dituangkan dalam bentuk visum et repertum, Visum
et repertum merupakan pengganti barang bukti atau corpus delicti yang selanjuinya
dapat dijadikan alat bukti di persidangan. Tujuannya adalah untuk mencegah
perubahan keadsan pada tubuh korban seperti bekas luka, trauma, darah ataupun
bekas-bekas lainnya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana penganiayaan
lerschut.

Visum et reperfum merupakan laporan yang objektif yang kemunpkinan
dimanipulasi dan rckayasa sangat kecil,' Konsckuensinya, bahwa uniuk memutus
dengan objekiif dalam hubungannya dengan kasus yang berkaitan dengan Iuka,
terganggunya  kesehatan dan alau matinya sescorang akibat tindak pidana
penganiayaan, visum harus ikut menjadi dasar pertimbangan hakim. Visum et
repertum memperkuat keterangan saksi dan fakta-fakia lainnya yang pada akhirnya
menambah keyakinan hakim bahwa tindak pidana ity memang merupakan tindak
pidana penganidyaan.

Keberadaan visum ct repertum mengikat, akan tetapi tidak memaksa bagi
hakim. Pengikatan hakim terhadap visum dapat saja dikesampingkan apabila
kemungkinan untuk membuat visum kecil kemunpkinannya. Artinya, bila visum itu

tidak ada maka proses pemerksaan perkara pidana harus tetap berlangsung,

" FBid Hal. 44



Sunggubpun demikian, mengingat dan berdasarkan pertimbangan bahwa dokter
tdlalah manusia biasa, maka pengikatan hakim terhodap visum atau schaliknya harus
didasarkan pada pertimbangan hati nurani hakim yang dilandasi denpan dan atas
nama Tuhan Yang Maha Esa’

Visum cl repertum sangat berguna dalam membuat lernny sustu peristiwa atan
tindak pidana yang terjadi. Oleh karema itu, dibarapkan denpan hantuan ahli
kedokteran kehakiman ini, hakim dalam menjatubkan putusan terhadap suam tindak
pidana tertentu khususnya findak pidana penganiayasn dapat mendekati keadilan
bahkan kalau mungkin memenuhi rasa keadilan. Schingpa dapat memberikan
repastian ukum bagi masyarakat dan tingkat kriminalitas yang teradi di Indonesia
dapat berkurang schagaimana yang kita harapkan,

Berdasarkan latar belakanp masalah diatas maka penulis tertarik untuk
mengangkat hal terscbut dalam sebuah skripsi yang berjudul “PERANAN VISUM
ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI TERHADAP TINDAK PIDANA

PENGANIAYAAN DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG™.

B. Perumuasan Masalah
Sehubungan dengan latar belakang masalah schagaimana vang diuraikan di
atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:
I.  Bagaimana peranan visum et repertum sebagai alat bukti terhadap tindak pidana
penganiayaan di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang?
Z. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap visum et repertum dalam memutus

perkara tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Klas [A Padang®




BAB IV

PENUTLUP

A. Kesimpulan

[ari uraian pada bab-bab sebelumnya, akhimya penulis dapat menyimpulkan

shagai b-;:ri!:ul:_‘

1.

Bahwa visum et repertum berperan sebapai alat bukti dan untuk menambah
keyakinan hakim. Pada tindak pidana penganiayaan, peranan visum ef reperfum
bagi penyidik adalah untuk menentukan sejauh mana luka yang diderita oleh
korban, schingga nantinya penvidik dapat memperkirmkan pasal mana vang telah
dilanggar oleh tersangka. Bapi Jaksa Penuntut Umum visum et repertum berpern
dalam pembuatan surat dakwaan dan requisitor (tuntutan pidana). Sedangkan bagi
hakim visum et repertum selain untuk memberikan keyakinan juga berperan untuk
menentukan apakah perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umom
kepada terdakwa terbukti atau tidak, kemudian visum et repertum juga berperan
untuk menentukan sejach mana luka yang diderita oleh korban schingga nantinya
dapat membuktikan apakah vnsur-unsur dan tindak pidana penganiayasn dapat
terpenuhi berdasarkan luka-luka tersebut.

Hakim sebelum mempergunakan visum et repertum, akan memperlimbangkan
apakah terdapat kesesuaian antara visum el reperfum denpgan alat bukti lainnya
scpertl keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Apabila visum el repertum
terscbut  berlentangan  dengan  kevakinannya, maka hakim  tidak  wajib
mengikutinya, Namun demikian, apabila dalam berkas perkara penyidik atau

penuntut umum melengkapinya dengan visum et reperfum yang merupakan alal

T4



bukti sah, maka hakim akan sepantiasa memasukannya sebapai  dasar
pertimbangan bukumnya dalam memutus perkara. Selain itw, visum et repertum
juga menjadi pertimbangan bagt hakim dalam menentukan hal-hal yang
memberatkan bagi terdakowa.

Kendala-kendala yang ditermui  hakim dalam mempergunakan visum et reperium
dalam membuktikan tindak pilTﬁIlH‘L pengamiayaan  adalah  terkadang  hakim
mempunyal perbedann pandangan dengan apa yang tercantum dalam visum et
repertum dan mengenai kata-kata atau istilah-istilah yang tidak jelas bunyinya
sehingga kurang dimengerti oleh hakim. Terhadap kendala tersebut cara

mengatasinya adalah dengan memanggil dokter yang membuat visum et repermum

tersebut untuk memberi kelerangan di sidany pengadilan,

B. Saran

Apar hakim dalam acara pembuktian di sidang pengadilan lebib mempebatikan
peranan dar visum et repertum,. Karena visum et repertum merupakan salah sam
alat bukti yaitu masuk kategori alat bukti surat.

Agar dalam pembuatan visum et repertum, dokter membuatnya scjelas mungkin
dan menggunakan istilsh yang dapat di mengerti oleh hakim maupun orang
awam. Schingga hakim dalam memutuskan suatu perkara dapat memenuhi rasa
keadilan.

Sebaiknya dalam tindak pidana penpaniayaan visum et repertum dibuat seketika
mungkin, karena bekas luka pada tubuh korban dapat mengalami perubahan atau

penyembuhan.
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